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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Perdagangan di Indonesia erat hubungannya dengan merek, oleh sebab itu 

dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat memberikan jaminan perlindungan 

dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek yang saat ini telah diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

(selanjutnya disebut UU Merek).1 Keberadaan UU Merek dapat melindungi seluruh 

pelaku ekonomi di Indonesia dan dapat menciptakan persaingan usaha secara sehat, 

sebab merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal 

pemasaran produk karena konsumen seringkali mengaitkan merek dengan kualitas 

dan reputasi dari suatu barang dan jasa.2 

Definisi merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Merek, adalah tanda yang 

ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan 

warna, dalam bentuk (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau 

kombinasi dari (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau 

jasa yang produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdaganagn 

barang dan/atau jasa.3 Dari pengertian tersebut, merek dapat diartikan sebagai daya 

 
 

 

1 Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang 

Terdaftar”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 1, April 2020, e-ISSN : 2580-8842, Fakultas 

Hukum Universitas Semarang, hlm. 49. 
2 Humaedi Abdurahman, “Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama 

Terkenal Bensu”, Jurnal Aktualita, Vol. 3, No. 1, 2020, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam 

Bandung, hlm. 428. 
3 Secara lebih khusus, dunia industri dan perdagangan mengenal merek sebagai tanda visual 

yang berfungsi sebagai identitas, sebagai pengenal atau sebagai pembeda barang di pasar. Lihat : 

Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam 

Hukum Merek Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 50, No. 1, Januari 2021, e-ISSN : 

2527-4716, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, hlm. 73. 
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pembeda dalam suatu barang dan jasa. Berdasarkan ketentuan tersebut pula didapati 

bahwa salah satu bentuk merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa 

gambar. Tanda merek berbentuk gambar, merupakan merek dengan konstruksi 

karya dua dimensi yang berfungsi untuk untuk menerangkan ataupun menjelaskan 

sesuatu produk barang atau jasa.4 Selain itu, terdapat pula tanda merek berbentuk 

nama, baik berupa penggalan nama depan atau belakang, nama lengkap, atau 

singkatan nama, yang dapat diambil dari nama pemilik merek.5 

Arti suatu merek mungkin bagi sebagian orang tidaklah begitu penting, 

namun bagi sebagian yang lain terutama bagi pengusaha, merek adalah sesuatu 

yang sangat berarti untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan 

maksud menunjukkan asal-usul barang (indication of origin)6 sehingga dapat 

dibedakan dengan produk-produk maupun jasa lainnya, serta melindungi hasil 

produksi suatu perusahaan terhadap hasil produksi perusahaan lain yang sejenis 

maupun yang tidak sejenis.7 Merek sangat penting dalam dunia industri dan 

perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk kepada calon konsumen. 

Merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi 

pemiliknya, juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari 

terjadinya pemalsuan terhadap kualitas tertentu.8 

 

 
 

4 Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, 

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12. 
5 Ibid., hlm. 15. 
6 Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 149. 
7 Meli Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar 

Terhadap Pelanggaran Merek”, Jurnal Warta, April 2018, Edisi 56, ISSN : 1829-7463, Fakultas 

Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, hlm. 56. 
8 Khoirul Hidayah, 2013, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual), Malang : UIN Maliki 

Press, hlm. 72. 
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Perlindungan terhadap merek dilaksanakan melalui perolehan hak atas merek 

setelah merek tersebut terdaftar9, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam 

Pasal 3 UU Merek. Agar terdaftar, Pemohon harus membuat permohonan 

pendaftaran merek yang diajukan kepada Menteri secara elektronik atau non 

elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Merek. Ketentuan Pasal 21 

ayat (1) huruf b UU Merek mengatur mengenai penolakan permohonan pendaftaran 

merek, sebagaimana menyatakan bahwa permohonan ditolak jika Merek tersebut 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal 

milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Kemudian pada Pasal 21 ayat 

(2) huruf a UU Merek menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak 

jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang 

terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari yang berhak. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Merek di atas, khususnya ketentuan 

Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek, mengatur bahwa permohonan pendaftaran 

merek ditolak jika Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang 

terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari yang berhak. Menurut ketentuan ini, maka terdapat salah 

 

 
 

9 Terdapat dua keuntungan yang didapatkan oleh pemilik merek yang mendaftarkan 

mereknya secara sah, antara lain: pertama, adanya value tertentu yang akan membuat produk atau 

jasa tersebut memiliki nilai tersendiri dimata konsumen, karena materi atau komponen dari nilai 

tersebut berisikan produk yang memberikan jaminan kualitas kepada konsumen; kedua, dapat 

terhindar dari adanya tindakan plagiasi, karena merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal 

Hukum Kekayaan Intelektual akan mendapatkan kekuatan hukum dimana manfaat ini tidak hanya 

dirasakan dalam kurung waktu satu atau dua tahun saja tetapi pada jangka panjang. Lihat : Nanda 

Salsabilla Latukau, dkk., “Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella 

Kecamatan Leihitu”, Jurnal Ilmu Hukum Tatohi, Vol. 1, No. 5, Juli 2021, e-ISSN : 2775-619X, 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, hlm. 424. 
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satu alasan ditolaknya permohonan pendaftaran merek oleh Menteri, yaitu apabila 

merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal. Permasalahannya 

adalah, pengertian frasa “menyerupai nama orang terkenal” dalam ketentuan 

tersebut belum memiliki kepastian definisi oleh UU Merek. Bahkan, dalam 

penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek tidak memberi khususnya 

pengertian atau definisi orang terkenal, tetapi hanya menjelaskan mengenai frasa 

“nama badan hukum”, sebagaimana berbunyi : “Yang dimaksud dengan "nama 

badan hukum" adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan 

terdaftar”. Tentu hal ini menjadi permasalahan karena mengukur terkenalnya 

seseorang atau tidak, memerlukan metode yang tidak mudah dan tidak didapati 

dalam UU Merek. 

Di sisi lain, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek memberi analogi 

tolak ukur nama orang terkenal melalui penjelasan terhadap frasa “merek terkenal 

pihak lain”. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan penjelasannya 

masing-masing berbunyi : 

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa sejenis.” 

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau 

jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum 

masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. 

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh 

karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara 

di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran 

Merek dimaksud di beberapa negara. 

 

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat 

memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna 



5 
 

 

 

 

 

 

memperoleh  kesimpulan  mengenai  terkenal  atau  tidaknya  Merek  yang 

menjadi dasar penolakan.” 

 

Penjelasan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 20/2016 di atas memberi 

metode untuk mengukur frasa “merek terkenal pihak lain” dengan jalan : 

a. memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek 

tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. 

b. memperhatikan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi 

yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia 

yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek 

dimaksud di beberapa negara. 

c. Pengadilan Niaga (jika hal tersebut belum dianggap cukup) dapat 

memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei 

guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek 

yang menjadi dasar penolakan. 

Ketiadaan metode mengukur frasa “menyerupai nama orang terkenal” dalam 

ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek, telah menimbulkan ketidakpastian 

hukum, karena tidak terdapat metode untuk mengukur suatu nama seseorang 

merupakan atau menyerupai nama orang terkenal dan mengapa ia berhak atas nama 

tersebut untuk tidak digunakan pihak lain sebagai merek produk barang atau jasa. 

Demikian pula hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon, apabila 

dalam permohonannya, pemohon mendaftarkan merek yang menyerupai nama 

orang terkenal, tetapi justru ditolak permohonannya oleh Menteri, sedangkan bisa 

saja nama tersebut adalah nama kerabat, istri, suami, atau anak-anak pemohon. 
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Terlepas dari apakah memang ada niatan dari pemohon untuk menggunakan 

nama tersebut demi menarik perhatian konsumennya, dan terlepas daripada 

pemohon menyadari bahwa merek tersebut merupakan nama orang terkenal, tetap 

saja, sebagai negara hukum, seharusnya terdapat pengaturan norma yang jelas, 

tegas, dan rinci, mengenai metode ukur suatu merek merupakan atau menyerupai 

nama orang terkenal. 

Apabila kembali pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Merek, apabila merek 

terkenal telah terdaftar, maka ketentuan ini jelas memberi batasan untuk ditolaknya 

permohonan pendaftaran merek, yaitu pada pokoknya apabila merek tersebut 

terdaftar sehingga batasannya sangat jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena 

merek tersebut telah terdaftar, sehingga merek tersebut tidak dapat kembali 

dimohonkan untuk didaftarkan. Sebagai contoh, terdapat beberapa hak merek atau 

merek milik pihak lain yang telah terdaftar pada Daftar Merek di Direktorat 

Jenderal Kekyaan Intelektual Kemenkumham RI (Dirjen HAKI) dengan nama 

pemilik hak merek yaitu antara lain :10 Ivan Gunawan (Merek Pu-Nya Ivan 

Gunawan), Kurniati Kamalia (Ayam Jerit Express by Titi Kamal), Luna Maya 

(Waluma Dari Luna Maya), Nikita Mirzani (Nikita Mirzani Skin Care), Cathy 

Sharon (Sada by Cathy Sharon), Bunga Nurlaila Martasari (Bunga Zainal & 

Lukisan), Jeremy Thomas (Val by Valerie Thomas), Muhammad Attamimi (Atta 

Halilintar Habit), dan lain sebagainya. 

 

 

 

 
 

 

10 Direktorat Jenderal Kekyaan Intelektual Kemenkumham RI, tanpa tahun, “Sertifikat 

Merek”, dikutip pada laman website : https://merek.dgip.go.id/sertifikat-merek, diakses pada 

tanggal 26 Juli 2022. 

https://merek.dgip.go.id/sertifikat-merek


7 
 

 

 

 

 

 

Dari contoh para pemilik merek di atas pula, artinya, menurut ketentuan Pasal 

21 ayat (1) UU Merek, penolakan permohonan pendaftaran permohonan salah 

satunya hanya terbatas apabila merek tersebut adalah merek terkenal pihak lain, 

bukan terbatas apabila merek tersebut adalah merek dari nama orang terkenal. 

Diketahui pula terhadap nama-nama pemilik tersebut, merupakan individu-individu 

yang pada dasarnya adalah orang-orang biasa seperti individu-individu lain di 

tengah-tengah masyarakat dan sejalan dengan itu ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 

Merek juga memang tidak menentukan bahwa pemilik merek tersebut adalah orang 

terkenal. Hanya saja memang individu-individu tersebut secara sosiologis memang 

dikenal masyarakat luas sebagai orang terkenal yang merupakan pegiat seni di 

dunia hiburan saja. Sedangkan, kembali lagi terkait frasa “orang terkenal” dalam 

ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek, mengatur bahwa permohonan 

pendaftaran merek ditolak apabila merupakan atau menyerupai nama orang 

terkenal, yang kembali lagi pula, tidak memiliki metode bagaimana mengukur 

seseorang tersebut terkenal, dan apabila memang ia berhak memiliki nama tersebut 

karena dirinya terkenal, sehingga tidak berhak pihak lain menggunakan namanya 

sebagai merek untuk dimohonkan untuk didaftarkan. 

Berdasarkan penelusuran peneliti, sama sekali belum terdapat contoh kasus 

atau sengketa terkait pelanggaran ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek, 

dalam artian belum ada gugatan oleh seseorang yang merasa namanya adalah nama 

orang terkenal yang merasa dirugikan karena tidak pernah memberi persetujuan 

tertulis agar dapat namanya dimohonkan pihak lain untuk didaftarkan sebagai 

merek. Pada satu sisi, pemohon pendaftaran merek dapat menggunakan nama-nama 
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tokoh publik, semisal tokoh-tokoh dunia hiburan yang namanya memang tidak 

terdaftar sebagai pemilik merek, karena UU Merek tidak memberi metode ukur 

dinyatakannya nama tersebut sebagai nama orang terkenal. Di sisi lain, seorang 

tokoh publik, yang merasa dirinya memiliki pengaruh pada bidang-bidang tertentu 

sehingga dikenal namanya di masyarakat luas, secara subyektif dapat merasa 

dirinya dirugikan, karena penggunaan namanya sebagai merek tentu akan memberi 

banyak keuntungan ekonomis bagi pemohon merek, sedangkan dirinya tidak 

menikmati keuntungan ekonomis tersebut. Katakanlah dirinya merasa sebagai 

orang atau namanya merupakan nama orang terkenal sehingga haruslah pemohon 

tersebut meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu darinya, tetapi tetap saja, tidak 

ada kepastian hukum bagaimana nama seseorang dinyatakan atau ditetapkan 

sebagai nama dan orang terkenal. 

Bagaimanapun juga, walaupun belum terdapat contoh kasus atau gugatan 

oleh seseorang yang merasa namanya adalah nama orang terkenal yang merasa 

dirugikan karena tidak pernah memberi persetujuan tertulis agar dapat namanya 

dimohonkan pihak lain untuk didaftarkan sebagai merek, peneliti perlu menyajikan 

contoh kasus yang dapat menjadi pembanding dalam metode analogi sebagai pisau 

analisis. Hal ini sebagaimana didapati pada Putusan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst 

diantara HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG sebagai 

Penggugat melawan Teddy Tan sebagai Tergugat I dan Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual sebagai Tergugat II. Dalam putusan diketahui bahwa merek 

HUGO BOSS milik Penggugat merupakan merek terdaftar yang telah terdaftar 
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secara sah pertama kali di Indonesia pada tahun 1989. Selain dinyatakan sebagai 

merek terkenal, HUGO BOSS dinyatakan pula sebagai merek yang berasal dari 

nama orang terkenal yaitu HUGO BOSS, dengan menggunakan metode ukur 

kriteria merek terkenal sebagai metode ukur kriteria nama orang terkenal. Sebagai 

akibat hukum, merek HUGO BOSS terdaftar milik Tergugat dicabut dan dibatalkan 

dari Daftar Umum Merek. 

Terhadap analogi metode ukur kriteria di atas, tentu akan menjadi 

permasalahan, bilamana merek HUGO BOSS tidak pernah terdaftar di Indonesia, 

sedangkan terdapat pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek 

menggunakan nama HUGO BOSS, sedangkan pula, merek HUGO BOSS 

merupakan merek terkenal yang didirikan oleh pendirinya yang terkenal pula, yaitu 

HUGO BOSS. Tentu saja, pihak HUGO BOSS kemudian harus membuktikan 

dalilnya bahwa HUGO BOSS adalah nama orang terkenal, tetapi kembali lagi, 

ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek tidak memberikan metode untuk 

mengukur sebagaimana terkenal nama tersebut. Tentu saja, jelas bahwa HUGO 

BOSS terbukti sebagai merek terkenal, tetapi menurut ketentuan Pasal 21 ayat (2) 

huruf a UU Merek, tidak serta merta dianggap sebagai nama terkenal. Oleh karena 

itu, apabila metode ukur merek terkenal pada Penjelasan ketentuan Pasal 21 ayat 

(1) huruf b UU Merek dapat diterapkan pada metode ukur nama orang terkenal pada 

ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek, maka pihak Dirjen HAKI dapat 

dengan mudah dan tegas menolak permohonan pendaftaran merek nama orang 

terkenal yang diajukan pemohon. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat permasalahan hukum dalam 

permohonan pendaftaran merek yaitu ketidakpastian hukum frasa “merupakan atau 

menyerupai nama orang terkenal” berikut dengan metode ukurnya, yang dapat 

berakibat kepada ketidakadilan khususnya bagi pemohon, yang kemudian di masa 

mendatang diperlukan suatu reformulasi kebijakan, apakah dengan diterbitkannya 

peraturan pelaksana UU Merek, atau dengan disahkan dan diundangkannya 

undang-undang perubahan atas UU Merek, atau melalui prosedur uji materi ke 

Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, permasalahan hukum ini menarik untuk 

dianalisis dan dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian berbentuk tesis 

dengan judul “Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Nama Orang 

Terkenal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)”. 

 
B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

 

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim yang membatalkan merek terdaftar 

Tergugat pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst ? 

2. Bagaimana akibat hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap 

Penggugat dan Tergugat? 

3. Bagaimana pengaturan hukum atas kriteria nama orang terkenal dalam 

permohonan pendaftaran merek di masa mendatang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum Hakim yang 

membatalkan merek terdaftar Tergugat pada Putusan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/ 

PN.Niaga.Jkt.Pst. 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum Putusan Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus- 

Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap Penggugat dan Tergugat. 

3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum atas kriteria nama 

orang terkenal dalam permohonan pendaftaran merek di masa mendatang. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni : 

 

1. Secara teoritis berguna untuk : 

 

a. Pengembangan ilmu hukum perdata terkait dengan kepastian hukum 

permohonan pendaftaran merek nama orang terkenal; 

b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu 

hukum serupa; dan 

c. Memberikan  informasi  kepustakaan  tambahan  bagi  para  akademisi 

hukum. 

2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang 

terlibat dan berkepentingan dalam prosedur permohonan pendaftaran merek 

nama orang terkenal, yaitu : 
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a. Pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan: 

sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat norma baru yang 

lebih tegas dan rinci, terkait dengan kepastian hukum permohonan 

pendaftaran merek nama orang terkenal. 

b. Direktorat Merek, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), sebagai 

pedoman dalam berkoordinasi dengan pemerintah terkait revisi UU 

Merek di masa mendatang pada perihal permohonan pendaftaran merek 

nama orang terkenal. 

c. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, sebagai pedoman dalam 

menghindari disparitas putusan hak atas merek yang berkepastian 

hukum dan berkeadilan dengan pertimbangan hukum yang tepat terkait 

syarat-syarat permohonan pendaftaran merek nama orang terkenal 

termasuk merek nama orang terkenal terdaftar yang tidak dapat 

dimohonkan kembali. 

d. Pemohon pendaftaran merek, sebagai wawasan agar teliti dan tidak 

serta merta memohonkan pendaftaran merek yang merupakan atau 

menyerupai nama orang terkenal terlebih apabila merek tersebut telah 

terdaftar sebelumnya. 

 

E. Kerangka Teori 

 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, adalah : 

 

1. Grand Theory (Teori Kepastian Hukum) 

 

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip 

 

 
oleh 

 

 
Oeripan 

 

Notohamidjojo,  merumuskan  bahwa  hukum  harus  mengandung  3  (tiga)  nilai 
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identitas,  yaitu  asas  kepastian   hukum   (rechtmatigheid),   asas   keadilan 

hukum (gerectigheit), dan asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid).11 Tujuan 

hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan 

hukum. Kaum Positivisme  lebih  menekankan  pada  kepastian  hukum, 

sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya 

dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux”, 

artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, 

dengan demikian walaupun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya 

akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.12
 

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan 

bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan 

yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu 

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

negara terhadap individu.13
 

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab 

rumusan masalah mengenai pengaturan hukum atas kriteria nama orang terkenal 

dalam permohonan pendaftaran merek di masa mendatang. 

 

 

 
 

 

11 Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, 2001, Soal-Soal Pokok Filsafat 

Hukum, Salatiga : Griya Media, hlm. 33. 
12 Dominikus Rato, 2010, Filsafat  Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum, 

Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59. 
13 Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 

hlm. 56. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
http://skripsifakhukum.blogspot.com/
http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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2. Middle Range Theory (Teori Kemanfaatan dan Teori Putusan Hakim) 

 

a. Teori Kemanfaatan 

 

Teori kemanfaatan pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. 

Bentham menemukan bahwa dasar paling objektif untuk menilai baik buruknya 

suatu kebijakan adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan 

tersebut, membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya malah 

menimbulkan kerugian bagi orang-orang terkait.14
 

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Bentham terhadap hukum, maka baik 

buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh 

penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, apabila akibat- 

akibat yang ditimbulkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar- 

besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya hukum dinilai buruk jika 

akibat dari penerapannya menimbulkan sesuatu yang tidak adil, kerugian, dan 

hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah megenai tujuan 

dan evaluasi hukum.15 Tujuan hukum adalah kesejahteraan sebesar-besarnya bagi 

seluruh rakyat. Sedangkan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat 

dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah 

ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.16
 

 

 

 

 

 

 
 

14  Jeremy Bentham, dikutip dalam : Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif, 

Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 97. 
15  Sonny Kerap, 2008, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Yogyakarta : Kanisius, 

hlm.93. 
16 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung : Remaja 

Rosdakarya, hlm. 79. 
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Teori kemanfaatan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah 

mengenai pengaturan hukum atas kriteria nama orang terkenal dalam permohonan 

pendaftaran merek di masa mendatang. 

b. Teori Putusan Hakim 

 

Dalam teori putusan hakim, mempersoalkan putusan hakim berarti 

mempersoalkan hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai 

pencipta hukum. Putusan hakim menurut Mertokusumo adalah suatu pernyataan 

yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan 

di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara 

atau sengketa antara para pihak.17
 

Tugas pokok hakim untuk menerima, memeriksa, serta mengadii suatu 

perkara, pada kenyataannya tidaklah sesederhana itu, sebagaimana dikemukakan 

oleh Cardozo, mantan Hakim Agung Amerika Serikat bahwa pekerjaan 

memutuskan perkara memang berlangsung setiap hari di ratusan pengadilan di 

seluruh negeri, sehingga orang mungkin menduga bahwa para hakim yang telah 

mengikuti ribuan kali atau lebih perkara-perkara di persidangan akan mudah 

menggambarkan proses peradilan tetapi ternyata di dalam kenyataannya tidak ada 

sesuatu yang lebih jauh dari pengungkapan kebenaran. Pada hakikatnya seorang 

hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17 Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Edisi III, Yogyakarta 

: Liberti, hIm. 167. 
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benar tidaknya suatu peristiwa yang dipersengketakan, kemudian memberikan dan 

menentukan putusan atau hukumnya.18
 

Teori putusan hakim untuk menganalisa dan membahas menjawab rumusan 

masalah mengenai pertimbangan hukum Hakim yang membatalkan merek terdaftar 

Tergugat pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

3. Applied Theory (Teori Perlindungan Hukum) 

 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- 

hak yang diberikan oleh hukum.19 Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa 

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat 

preventif dan respresif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap 

hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan 

yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk 

penanganannya di lembaga peradilan.20
 

Dari uraian para ahli di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum 

merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan- 

tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan 

 

 
 

 

18 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta : Kencana, 

hlm. 2. 
19 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54. 
20 Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : Ibid., hlm. 69. 
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hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan 

aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat 

represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan 

peraturan hukum. 

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab 

rumusan masalah mengenai akibat hukum Putusan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst 

terhadap Penggugat dan Tergugat. 

 
F. Metode Penelitian 

 

Metode dalam penelitian ini, antara lain : 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian atau 

kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta 

doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam 

menjawab isu hukum yang diteliti.21
 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh 

deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai remisi bagi 

narapidana korupsi. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk 

 
 

 

21 Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia, 

hlm. 47. 
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mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang 

dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang- 

Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.22
 

 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma- 

norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.23 Contoh 

kasus sengketa merek yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus- 

Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

 

Jenis dan sumber bahan-bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.24 Data 

sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier25, yaitu : 

a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 

mengikat26, yang terdiri dari : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945); 

 

 

 

 
 

22  Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group,, hlm. 93. 
23  Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 304. 
24 P. Joko Subagyo, 2006, Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek , Jakarta : Rineka 

Cipta, hlm. 87. 
25 Ibid. 
26 Bambang Sunggono, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

hlm.144. 
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2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis; 

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian 

Banding pada Komisi Banding Merek. 

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi 

penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer berbentuk karya 

ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli.27
 

c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, 

dan sebaginya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi 

terbaru, relevan dan mutakhir.28
 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

 

Teknik pengumpulan bahan penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui 

studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan penelitian dengan mengadakan 

studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan 

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.29
 

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 

 

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan 

sistematisasi  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  relevansinya 

 

 
 

27 Ibid. 
28 Ibid., hlm. 145. 
29 Moh. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27. 
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dengan permasalahan hukum. Bahan-bahan hukum kemudian diolah dengan cara 

mengadakan sistemisasi. 

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

 

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan, bahan penelitian secara 

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta 

efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan penelitian.30
 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika 

berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan 

logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. 

Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma 

hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, 

kemudian dijabarkan dan diterapkan guna pembuktian persoalan hukum konkrit 

yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan 

hukum.31
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

30 Ibid., hlm. 127 
31 Ibid., hlm. 120. 
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